BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1  Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas penagihan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Madiun Tahun
2022-2023 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Madiun
tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2023 tidak
mencapai target. Pada tahun 2022 efektivitas penagihan PBB-P2 masuk dalam
kategori sangat efektif, sedangkan pada tahun 2023 masuk dalam kategori efektif.

Pada tahun 2023 Bapenda Kota Madiun menetapkan target penerimaan
PBB-P2 ditahun 2023 melebihi formula yang ditetapkan, yaitu melebihi 95% dari
baku PBB-P2 yang dicetak dan didistribusikan kepada masyarakat. Hal ini
membuat target penerimaan PBB-P2 di tahun 2023 terlalu tinggi dan menyebabkan
realisasi penerimaan PBB-P2 di tahun tersebut tidak mencapai target.

Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) kebijakan yang dilakukan Bapenda Kota
Madiun dalam upaya meningkatkan efektivitas penagihan PBB-P2 diantaranya:
rekonsiliasi dan pemberian apresiasi kepada petugas pungut pajak terbaik, sanksi
administrasi atau denda, pemberian souvenir untuk wajib pajak, layanan
pembayaran PBB-P2 melalui mitra (Indomaret, Alfamart, Tokopedia) dan
pembebasan sanksi administrasi atau denda dalam rangka HUT Kota Madiun.
Kelima kebijakan tersebut berhasil meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam
pembayaran tagihan dan tunggakan PBB-P2 yang dimiliki sehingga berdampak
pada pencapaian target yang sangat efektif. Padatahun 2023 Bapenda Kota Madiun
melakukan 5 (lima) kebijakan diantaranya: rekonsiliasi dan pemberian apresiasi
kepada petugas pungut pajak terbaik, sanksi administrasi atau denda, layanan
pembayaran PBB-P2melalui mitra (Indomaret, Alfamart, Tokopedia), pembebasan
sanksi administrasi atau denda, layanan pembayaran melalui kantor pos. Perbedaan
kebijakan antara tahun 2022 dan 2023 adalah pada tahun 2023 tidak terdapat
pemberian souvenir kepada wajib pajak karena pengalihan anggaran untuk
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Pemerintah Daerah (UU HKPD). Hal ini membuat tahun 2023 memiliki tingkat
efektivitas yang lebih rendah dari 2022 dan belum mencapai target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dan analisis kebijakan yang
dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian souvenir kepada wajib
pajak mempengaruhi efektivitas penagihan PBB-P2 dikarenakan kebijakan tersebut
dapat membangun hubungan personal dengan wajib pajak secara langsung dan
meningkatkan ketertarikan dalam pembayaran PBB-P2. Ketika kebijakan tersebut
ditiadakan, diperlukan kebijakan-kebijakan lain yang bisa membuat wajib pajak
tertarik untuk membayarkan tagihan dan tunggakan PBB-P2 yang dimiliki,
sehingga diperlukan upaya peninjauan kembali terkait kebijakan yang dilakukan
agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam efektivitas penagihan PBB-P2 di

masa yang akan datang.

5.2  Keterbatasan
Pelaksanaan dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang
mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Kajian dalam penelitian ini hanya sebatas analisis efektivitas kebijakan
penagihan berdasarkan target dan realisasi penerimaan PBB-P2.

2. Terbatasnya jumlah informan dalam penelitian ini karena hanya sedikit
informan yang bersedia untuk diwawancaradan terdapat perbedaan jawaban
dari informan yang ada.

3. Kajian dalam penelitian ini hanya menyajikan periode waktu dua tahun
yaitu 2022-2023.

53  Saran
Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan terkait dengan
penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah
sebagai berikut:
1. Saran bagi Peneliti Selanjutnya
a. Mengembangkan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor-faktor yang

memengaruhi efektivitas penagihan pajak.
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Menambah jumlah informan agar lebih banyak informasi yang
didapatkan.
Menambah periode penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang

lebih mendalam.

2. Saran bagi Bapenda Kota Madiun

a.

Menentukan target penerimaan PBB-P2 berdasarkan formula yang
telah ditetapkan yaitu 95% dari baku PBB-P2 agar target penerimaan
tidak terlalu tinggi.

Evaluasi periodik semester diperlukan untuk memilih kebijakan yang
tepat sehingga upaya pencapaian target lebih maksimal.

Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat agar
masyarakat mengetahui pentingnya pajak. Selain itu, diperlukan
edukasi terutama tentang mekanisme pembayaran yang lebih mudah
dan berbagai keuntungan yang diperoleh dari pembayaran tepat waktu.
Memanfaatkan media sosial yang tidak membutuhkan terlalu banyak
biaya ketika anggaran terbatas untuk upaya peningkatan penerimaan
PBB-P2 dengan menginformasikan pentingnya membayar pajak,
manfaat yang diperoleh ketika membayar pajak tepat wakiu,

memberitahukan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.
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